PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM SERTA
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomeor: W24- 136 HM.05.04 Tahun 2026

Nomeor: 1211/M/DST/LL16/LP.00.01/2026

Pada harl ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
(12-05-2026) bertempat di Palu, kami vang bertanda tangan dibawah ini ;

I. RAKHMAT RENALDY : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan
Surat  Keputusan Menteri Hukum
Republik Indonesla Nomeor M.HH-
B5.KP.03.03 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian dari Jabatan Manajerial
dan Non Manajerial serta Pengangkatan
dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan
Kementerian Hukum, dalam hal
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilavah Kementerian Hukum Sulawesi
Tengah, beralamat di Jin. Dewi Sartika
No.23 Palu, selanjutnya disebut PTHAK
KESATU.
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: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tingegi Wilayah XVI berdasarkan Surat

keputusan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor ;

34621 /MPK.A/KP.07.00/ 2022 Tanggal
21 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari
Administrator dan Pengangkatan sebagai
Kepala LLDIKTI Wilayah XV
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Taman Anggrek No. 1| Kec, Kota Utara
kota Gorentalo , dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Lembaga Lavanan
Pendidikan Tinggi Wilavah XVI vang
selanjuinva disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

a. Bahwa PIHAK KEBATU adalah Kepala Kantor Wilavah Kementeran Hukum
SBulawesi Tengah vang mempunyai fugas melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang hukum di wilavah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XVI, yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggarasn
pendidikan tinggi di wilayvah Provinsi Gorontale, Provinsi Sulawesi Utara dan

Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4044);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4045);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tala Letak Sirkuit Terpadu
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayvanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingeil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomeor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5922|;
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogralis
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6374
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahsan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan vang memenuhi
Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomor 6620);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention
Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi
Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

15, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 wentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37 1);

16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendafiaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum
Perseroan Terbatas {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);

17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor & Tahun 2022 tentang Layanan
Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 98);

18. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Eepublik Indonesia Tahun
2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Pelayanan Hukum Serta Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementeran
Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggl, Sains dan Teknologi tentang Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, [lmu
Pengetahuan dan Teknologi Nomor M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor
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14 /V/NK/PTST /2025, yang selanjutnya disebut sebagal “Perjanjian” dengan syarat
dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian inl vang dirnaksud dengan!

1.

Paten adalah hak eksklusil yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil

mmvensinya di bidang teknologi uniuk jangka wakrmu tertentu  melaksanakan
sendiri invens! lersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau
lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa vang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang
dan/atau jasa.
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nvata tanpa
mengurangi  pembatasan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secarn sendiri-sendin
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yvang bersifat khas dan pribadi.
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yvang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yvang diekspresikan dalam bentuk nvata.
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagal pemilik Hak Cipta, pihak vang
menerima  hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dan pihak vang menerima hak tersebut secara sah.
Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta vang merupakan
hak eksklusil bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
Penyiaran.
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Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang,

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanva yvang
berbentuk tiga dimens atau dua dimensi vang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam paola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan
tangan,

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang vang diperdagangkan
olch seseorang atau beberapa orang secara bersamsa-sama atau baden hukum
untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya,

Merek Jasa adalah Merek yvang digunakan pada jasa vang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa sejenis lainnva.

2. Merek Kolektif adalah Merek vang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan

karakieristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau
jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau
badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang
dan/atau jasa sejenis lainnya,

Hak atas Merek adalah hak cksklusif vang diberikan oleh negara kepada pemilik
Merek yang terdaftar untuk jangks waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau  memberikan  izin @ kepada pihak  lain untuk
menggunakannya,

indikasi Ceografis adalah suatu tanda yvang menunjukkan daerah asal suatu
barang dan/atau produk vang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor
alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan
reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang
dihasilkan,

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusil yvang diberikan oleh negara
kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdafiar, selama reputasi,
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kualitas, dan karakteristik vang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas
Indikasi Geografis tersebut masih ada.
Invensi adalah ide inventor vang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau
proses, atau penyempumaan dan pengembangan produk atau proses,
Invenior adalah seorang atau beberapa orang vang sccara bersama-sama
melaksanakan de yang dituangkan ke dalam kegiatan vang menghasilkan
Invensi.
Perseroan Perorangan (FI Perorangan) adalah bentuk badan hukum vang bisa
didirikan oleh hanva 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi
kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah [UMKM).

. Agensi layanan adalah pithak yvang ditunjuk dan diberi wewenang untuk bertindak
sebagai perantara atau perwakilan atas nama pemerintah daerah dalam hal

melaksanakan (asilitasi pelayvanan Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK,

(2} Pepanjian Kerja Sama bertujuan untuk Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Pelayvanan Hukum serta Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama vaitu Penvelenggaraan Fasilitasi Kekavaan Intelektual

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja Sama ini meliputi:
pelindungan dan Pemanfaatan Kekavaan Intelektual,
pembentukan Sentra Kekayaan [ntelektual;
fasilitasi layanan Administrasi Hukum Umum;

pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
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penyuluhan dan Pembinaan Hukum;

pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;

peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia vang berada
pada lingkungan PARA PIHAK melalui :

1. pertukaran data dan Informasi; dan

Z. pemberdayaan sarana dan prasarana vang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1] PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber dava
manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan
sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekavaan Intelektual;
PIHAK KESATU memiasilitasi dalam hal Pencatatan dan dokumentasi Ekspresi
Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Indikasi Geografis,

PARA PIHAK mendorong Peningkatan pemahaman mengenai pentingnyva
Kekavaan Intelektual bagi pengelola destinasl wisata, pelaku seni, dan pengrajin.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menviapkan peserta, sarana dan
prasarana kerja dalam mngka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan
teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;

PARA PIHAK sialing mendukung dan membantu dalam  kegiatan upava
meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang sistemm kKekayaan
Intelektual melalui Sentra Kekavaan Intelektual,

(6] PARA PIHAK memfasilitasi dalam hal layanan Administrasi Hukum Umum,

|7) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informas: Hukum.

(8] PARA PIHAK dapat berkolaborast dalam hal penyuluhan dan Pembimaan Hukum.

9] PARA PIHAK secara parfisipatiil mendorong  pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat,

(10} PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk
pelabatl vang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesual dengan tugas

dan fungsinya;
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{11} PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kKegialan yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama
ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada sctiap
tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;

(12} Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan
sesual dengan tugas serta wewenang di masing-masing pithak sebagaimana vang
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1] PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2] Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PTHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Hiaya dalam pelaksanaan Perjanjan Kerja Sama ini dibebankan pada anpggaran PARA
PIHAK sccara proporsional dan sesual dengan ketentuan peraluran perundang-

undangan,

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1} Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga] tahun terhitung

sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai
dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah saty Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak

tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnyva dalam
waktu paling lambat 1 (satu] bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama

ini.
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Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE )

(1} PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas tidak
terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik
langsung maupun tdak lanpsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (foree
Majeure], yaknl keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam,
kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinvatakan atau tidak dinvatakan)
pemberontakan, revolusi, makar, Huru-hara, terorisme,  dan/atan
wahah fepidemi yang diketahul secara luas
Jika PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Perjanjian
Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure, maka Pihak
vang mengalami Force Mojeure harus memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnva dalam waktu paling lambat 14 [empat belas) hari setelah tenjadinya

Force Majfeure,

Kerugian vang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PTHAK KEDUA schagai
akibat terjadi Forre Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU,

demikian pula sebaliknya.

Pasal 10
PENYELESAIAN FERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara

musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan adanyva perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat
dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada avat (1] dituangkan dalam ADDENDUM
atau PERUBAHAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
SAMA ini.




Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensl, PARA PIHAK sepakat dan sctuju

(<]

untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian
ini.

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian
ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalul alamat atau kontak
sebagai berikut;

PIHAK KESATU

Alda Julpha Tangkere, S.H.,M.H.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Telp : 082192996511

Email kanwilsultengy kemenkumbam go.id

FPIHAK EEDUA

Yusna Dani, 5P, MM

Lembaga Lavanan Pendidikan Tinggl Wilayah XVI

Jalan Taman Anggrek No. 1 Kel. Dembe 11 Kee. Kots Utara Kota Gorontalo Provinsi
Gorontalo

Telp : 081243542092

Email :yosna.daniidkemdiktisaintek.go.id

Penggantian data Korespondensi sebagaimana dimaksud pada avat (1) akan
diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat
7 (tujuh) harl kepada Pihak lainnya.

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, batk vang
tertulis maupun yvang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini adalah bersifal rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada
pihak ketiga atau badan/orang lain vang fidak berkepentingan dengan alasan
apapun juga dan sesual Perjanjian ini.

sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenal Perjanjian, semua data
dan Informasi serta segala bentuk informast lainnya vang berkaitan dengan
Perjanijian ini,
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(3] Ketentuan kerahasiaan scbagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat
PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian
berakhir.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuatl dalam rangkap 2 [dua) yang masing-masing
mempunyal kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan
1 i(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhi materai yvang cukup dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh
PARA PTHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEPALA LEMBAGA LAYANAN
KEMENTERIAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV1
SULAWESI TENGAH

-
RAEKEHMAT RENALDY
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